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Abstrak
Kawasan Tambaklorok merupakan permukiman nelayan di Kota Semarang, yang rentan terhadap rob dan penurunan tanah. Laju penurunan tanah saat ini mencapai >8 cm/tahun dan akan semakin parah. Sebagai satu-satunya permukiman nelayan dan masuk dalam deliniasi kawasan kumuh berat, pemerintah merencanakan program pembangunan berkonsep kampung nelayan. Program ini diharapkan mampu mengurangi permasalahan lingkungan serta meningkatkan perekonomian. Sebagai program yang direncanakan di kawasan yang sudah terbangun, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan serta preferensi masyarakatnya. Metode yang digunakan adalah Explanatory Sequential Mixed Methods. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak terlibat dalam proses perencanaan. Masyarakat tidak memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasinya. Sebagian masyarakat nelayan memiliki preferensi yang berbeda dengan desain yang ditawarkan. Warga lebih memilih penataan kawasan dengan desain yang sederhana. Rekomendasi terkait dengan penelitian ini adalah perlunya bentuk-bentuk pelibatan masyarakat yang lebih banyak melibatkan masyarakat, diantaranya sosialisasi yang lebih intensif. Sudah ada sosialisasi namun bisa lebih ditingkatkan.
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Title: Community Engagement In Settlement Arrangement of Fishermen Village. Tambaklorok is a fishing settlement in Semarang which is vulnerable to tide and land subsidence. Currently, the land subsidence is about >8 cm/yr and will get worse. Tambaklorok is the only fisherman's settlement and a high-level slum area, therefore the government plans a program which a nautical village concept. This program is expected to reduce environmental problems and improve the economy. As a planned in densely populated areas, this study aims to determine the involvement of the community in the planning process as well as the community preference. The methodology is Explanatory Sequential Mixed Methods. The results showed that most of the respondents were not involved in the planning process. The community doesn’t know how to convey their aspirations. Most of the fishermen have different preferences with the Goverment’s design. Residents prefer the area’s arrangement with a simple design. The recommendations related to this research are the need for more community involvement, such as more intensive socialization. There has been socialization but can be further improved
Keyword: arrangement; community engagement; fishermen village
Citation: Kristina, D.; Tyas W.P (2018). Penataan Kawasan Permukiman pada Daerah Rawan Bencana, Studi Kasus Kawasan Pesisir Semarang. Jurnal Pengembangan Kota. Vol (xx): xx-xx. DOI: 10.14710/jpk.x.x.xxx-xxx
1. PENDAHULUAN 
ISSN 2337-7062 © 2015

This is an open access article under the CC-BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). – lihat halaman depan © 2015

*email: nok.diana@gmail.com 
Diterima day month year, disetujui day month year
Kawasan pesisir merupakan kawasan spesifik yang berbatasan dengan pantai dan memiliki posisi penting dalam pembangunan dunia (Wang et al., 2014). Salah satu bagian kawasan pesisir adalah kawasan permukiman yang pada umumnya memiliki kepadatan penduduk tinggi. Kepadatan penduduk tinggi dan posisinya yang spesifik menyebabkan daerah ini rentan terhadap bencana alam seperti banjir karena air pasang (rob) dan penurunan tanah (Wang et al., 2014). Di daerah perkotaan, rob yang dikombinasikan dengan penurunan tanah merupakan ancaman yang besar (Marfai & King, 2008) karena akan sangat berpotensi menjadi kawasan kumuh (Kim & Rowe, 2013). Fenomena penurunan tanah ini banyak dialami di daerah perkotaan dan membutuhkan solusi (Hu, Yue, Wang, & Wang, 2004). Daerah yang paling terdampak oleh penurunan tanah adalah daerah pesisir, itulah sebabnya perencanaan pembangunan di daerah pesisir perlu kehati-hatian (Shubin, 2016). Salah satu prinsip kehati-hatian yaitu melalui pembatasan perencanaan pembangunan di daerah rawan bencana, termasuk daerah pesisir, untuk mengurangi konsekuensi negatif dari penurunan kualitas lingkungan (Kim & Rowe, 2013).

Permasalahan kawasan pesisir karena rob dan penurunan tanah juga dialami oleh Kota Semarang bagian Utara. Berdasarkan jenis tanahnya, Kota Semarang bagian Utara, tersusun dari tanah aluvial yang masih sangat muda dengan kompresibilitas yang sangat tinggi (Andreas et al., 2017). Ini didukung pula dari hasil studi Marfai et al. (2008), yang menyebutkan bahwa selama tahun 1908 hingga 1937, garis pantai Kota Semarang berkembang relatif cepat menuju ke laut sekitar 0.5 km-1 km atau rata rata maju sekitar 16 meter/ tahun. Itulah sebabnya proses pemadatan tanah, masih terus berlangsung dan menyebabkan penurunan tanah di bagian Utara sangat tinggi. 
Salah satu Kawasan Kota Semarang yang mengalami permasalahan rob dan penurunan tanah adalah Kawasan Tambaklorok (Setioko et al., 2013). Laju penurunan tanahnya adalah sebesar >8cm/tahun (German Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, 2001) dan diperkirakan akan semakin tinggi setiap tahunnya (Andreas et al.,  2016). Pendapat tersebut di dukung dengan hasil penelitian penurunan tanah oleh Kelompok Keilmuan Geodesi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2016, yang menunjukkan bahwa penurunan tanah di Kota Semarang bagian Utara dan bagian Utara Timur semakin tinggi setiap tahunnya (Andreas, 2016).
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Gambar 1. Peta Administrasi Kaw. Tambaklorok. 
Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2016

Tambaklorok merupakan bagian dari Kelurahan Tanjungmas (RW.XII – RW.XVI), Kecamatan Semarang Utara. Memiliki luas + 84,48 Ha dan luas permukimannya adalah sebesar + 10,77 Ha. Di tahun 2016, jumlah penduduk keseluruhan + 9.602 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga + 2.365 KK yang menempati 1.965 unit rumah (Satker PKP Jawa Tengah, 2017). Artinya hanya sekitar 50% penduduk menempati 1 rumah untuk 1 KK, sedangkan sisanya menempati 1 rumah untuk 2 atau 3 KK. Mata pencaharian masyarakat, mayoritas adalah pekerja swasta dan kaum buruh sebesar 61%, kemudian disusul oleh pekerja nelayan sebesar 35%. Jumlah nelayan di Kawasan ini adalah sebesar 71% dari jumlah nelayan keseluruhan di Kota Semarang.
Kawasan ini merupakan satu-satunya kampung nelayan di Kota Semarang (RTPLP, 2016) dan memiliki kepadatan penduduk sangat padat (SNI 03-1733-2004, 2003) yaitu sebesar 892 jiwa/ Ha. 
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Gambar 2. Kawasan Tambaklorok. 

Sumber: Observasi, 2017

Kepadatan yang sangat tinggi disertai permasalahan rob, menyebabkan kawasan ini mengalami banyak masalah lingkungan seperti rusaknya infrastruktur serta kondisi persampahan yang ditemui di seluruh kawasan.
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Gambar 3. Genangan rob di Sekitar Rumah. Sumber: Observasi, 2017
[image: image5.jpg]



Gambar 4. Jalan terputus karena Rob. 

Sumber: Observasi, 2017
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Gambar 5. Sampah disekitar Permukiman.

Sumber: Observasi, 2017
Sebagai satu-satunya kampung nelayan di Kota Semarang dan masuk dalam deliniasi kawasan kumuh berat (Walikota Semarang, 2014), kemudian pemerintah merencanakan suatu program pembangunan di permukiman nelayan Tambaklorok dengan konsep Kawasan Tambaklorok sebagai kampung nelayan/ kampung bahari. Rencana pembangunan Kampung Bahari akan memakan waktu 20 tahun, terbagi dalam 6 (enam) zona, yaitu: (1).zona permukiman; (2).zona permukiman vertikal; (3).zona perdagangan dan jasa; (4).zona wisata bahari dan kuliner; (5).zona pelabuhan perikanan dan ekonomi maritim; dan (6).zona konservasi (Dinas  Tata Ruang Kota Semarang, 2015). Yang menjadi permasalahan adalah perencanaan kampung nelayan direncanakan di kawasan yang sudah terbangun dan memiliki kepadatan sangat tinggi. Sehingga perencanaannya dan proses pelaksanaan kawasan tersebut perlu melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat akan mendukung proses perencaanaan dari bawah untuk mengembangkan kawasan. Diharapkan dengan melibatkan masyarakat pada proses perencanaan akan mampu menyelesaikan permasalahan suatu kawasan  (Marpaung, 2016). Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya diamati tetapi juga merupakan sumber data tentang risiko dan lingkungan (Bonati & Mendes, 2014).
Tantangan lain dalam menata Kawasan Tambaklorok adalah sulitnya mempertahankan keberlanjutan kawasan permukiman dan semakin rendahnya minat generasi muda dalam mengeluti kegiatan ekonomi bahari (Bappeda, 2016). Berdasarkan hal diatas kemudian dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan kawasan permukiman kampung nelayan serta preferensi masyarakat terhadap program kampung nelayan tersebut.
2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah Explanatory Sequential Mixed Methods. Di tahap awal penelitian, peneliti mengumpulkan data dengan metode kuantitatif, menganalisisnya kemudian menggunakan hasil analisis tersebut sebagai dasar untuk menyusun data dan analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menerangkan secara lebih detail hasil dari data kuantitatif (Creswell, 2013). 

Penyusunan data kuantitatif menggunakan teknik simple random sampling sebanyak 100 responden, yang tersebar secara proporsional di tiap RW.  Teknik simple random sampling dipilih, karena sasaran utama adalah seluruh Masyarakat Kawasan Tambaklorok. Sedangkan Penyusunan data kualitatif pada tahap kedua menggunakan metode purposive random sampling. Kriteria pemilihan responden adalah masyarakat Tambaklorok yang telah tinggal dan bekerja di sekitar Tambaklorok selama lebih dari 10 tahun.

Analisis data kuantitatif dilakukan melalui: pengelompokan data, mentabulasi, dan menyajikan data secara statistik deskriptif. Sedangkan dalam analisis kualitatif dilakukan dengan menyusun data hasil wawancara, pengamatan lapangan dan bahan lainnya secara sistematis. Sehingga data yang ada dapat dibuat kesimpulan dan dapat diceritakan kepada orang lain.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelibatan masyarakat pada awal proses perencanaan bertujuan untuk meminimalkan konflik (Ferreira, Seixas, & Marques, 2015). Pelibatan ini dibentuk melalui komunikasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan pendapat dan minat mereka terhadap isu-isu wilayah (Marpaung, 2016). Dikaitkan pada proses perencanaan kampung nelayan di Kawasan Tambaklorok, masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan tidak pernah diajak untuk mengikuti sosialisasi pembangunannya. Lebih dari separuh responden tidak pernah diajak sosialisasi tentang program tersebut, sehingga  mereka tidak mengetahui cara untuk menyampaikan aspirasi mereka. Kampung nelayan yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat nelayan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua nelayan tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan kampung nelayan ini. Hanya sedikit nelayan mengetahui tentang perencanaan program tersebut. Mereka yang dilibatkan dalam proses perencanaan adalah ketua kelompok nelayan dan para ketua RW.

Mayoritas kaum nelayan di Tambaklorok memiliki pendidikan yang rendah. Lebih dari separuh kaum nelayan tidak lulus SD dan seperempatnya menempuh pendidikan hingga tamat SD. Sehingga mereka tidak memiliki ketrampilan lain yang bisa digunakan untuk mencari pekerjaan di daratan. Latar belakang pendidikan dan pekerjaan, menyebabkan mereka tidak memiliki keinginan untuk pindah dari kawasan tersebut. Selain karena tidak memiliki ketrampilan lain dan mereka tidak dapat bekerja selain melaut, juga karena merasa sudah nyaman tinggal di Tambaklorok. Nelayan tidak bisa tinggal jauh dari laut, karena segala aktivitasnya harus berada dekat laut. Aktivitas tersebut seperti: perbaikan jaring, perbaikan kapal, bertanam kerang di tepi laut. 
Kondisi ini sedikit berbeda dengan penduduk non nelayan. Mayoritas adalah lulusan SMA dan yang tidak menyelesaikan pendidikan sekolah dasar hanya sebagian kecil Penduduk dengan matapencaharian non nelayan, tidak mengantungkan hidupnya pada tempat tinggal, sehingga sebagian responden yang bermata pencaharian non nelayan ingin meninggalkan kawasan ini. 
Rencana program kampung nelayan tertuang dalam dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) terdiri dari 6 (enam) zona, yaitu: 

1. Zona Permukiman, yaitu zona permukiman eksisting; 

2. Zona Permukiman Vertikal, diarahkan dikembangkan pada area reklamasi (disposal area). 

3. Zona Perdagangan dan Jasa, diarahkan untuk dikembangkan pada area di sepanjang jalan utama. 

4. Zona Wisata Bahari dan Kuliner, akan dikembangkan di kawasan Tambakrejo. didesain dengan karakter seperti rumah panggung dan sebagai kawasan yang mencirikan kampung nelayan.

5. Zona Pelabuhan Perikanan dan Ekonomi Maritim, dikembangkan sebagai pusat aktivitas bahari, terdiri dari PPI, dermaga, dan akan dikembangkan pula industri maritim.

6. Zona Konservasi mangrove, dikembangkan terutama di ujung timur area industri maritim. 

Pembagian zonasi seperti pada gambar 6 berikut.

Gambar 6. Perencaanaan Kampung Bahari

Sumber: Dinas Tata Ruang Kota Semarang, 2015
Menurut Najafinasab, et al. (2015), perencanaan di kawasan pesisir memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, menyediakan kebutuhan sosial, dan untuk pelestarian lingkungan di wilayah pesisir. Pada program kampung nelayan Tambaklorok, peningkatan perekonomian dijabarkan dengan adanya zona perdagangan dan jasa dan zona wisata bahari dan kuliner. Sebagai pelestarian lingkungan diaplikasikan dengan adanya zona konservasi mangrove. Sedangkan desain untuk memenuhi kebutuhan sosial diketahui melalui pelibatan masyarakat tentang preferensi mereka terhadap program. Kawabe et al. (2013) menyebutkan bahwa melalui wawancara kepada masyarakat sebagai penerima program akan mengetahui kebutuhan utama mereka.

Hasil penelitian terkait dengan pengetahuan masyarakat terhadap program kampung nelayan Tambaklorok menunjukkan bahwa mayoritas penduduk tidak mengetahui tentang zonasi perencanaan kampung nelayan. Mereka yang sedikit tahu tentang perencanaan kampung nelayan, mengetahui dari warga lain yang mendapatkan undangan karena akan tergusur. 
Selanjutnya melalui kuesioner dan wawancara, penduduk di Kawasan Tambaklorok diminta pendapatnya tentang zonasi tersebut. Ini dilakukan untuk mengetahui preferensi masyarakat terhadap program kampung nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari separuh masyarakat nelayan memiliki preferensi yang berbeda dengan desain yang ditawarkan. 

Pada penataan zona permukiman eksisting, akan dibangun jalan selebar 20 meter dan pembangunan alun-alun di tengah permukiman penduduk. Tentang pembangunan tersebut, sebagian besar masyarakat nelayan tidak setuju. Pembangunan jalan dan alun-alun yang terlalu lebar dianggap tidak sesuai jika diaplikasikan di perkampungan nelayan, karena akan banyak warga terutama nelayan yang akan tergusur. Untuk warga nelayan yang tergusur dan tidak memiliki ketrampilan lain, nelayan tidak akan bisa mencari pekerjaan di daratan. Warga hanya membutuhkan penataan permukiman dengan lebar jalan yang cukup saja untuk aktivitas sehari hari. Keberadaan alun alun yang tidak dikelola dengan benar akan dimanfaatkan pemuda untuk hal-hal yang sifatnya negatif. Kasus ini sudah terjadi disepanjang sheet pile yang baru selesai dibangun, yaitu setiap malam sejumlah pemuda berkumpul dan mabuk.
Pada pembangunan zona permukiman vertikal, sebagian masyarakat nelayan  dan non nelayan menyetujui pembangunannya. Pembangunan rusun dapat diperuntukkan bagi warga Tambaklorok non nelayan yang belum memiliki hunian. Lebih dari separuh masyarakat non nelayan dan sebagian besar masyarakat nelayan sangat tidak menyetujui pembangunan rumah susun, karena rusun dianggap tidak sesuai untuk nelayan. Nelayan membutuhkan ruang yang luas untuk meletakkan peralatan melaut, selain itu keberadaan rusun akan menjauhkan nelayan dari kapal dan aktivitas melaut.  Warga juga kuatir jika tidak dapat membayar sewa, jika sudah tua kelak. 
Sebagian besar warga nelayan, sangat tidak setuju dengan adanya pembangunan zona pelabuhan perikanan dan ekonomi maritim yang berlokasi di ujung utara RW.XVI. Kurang dari separuh warga non nelayan juga sangat tidak setuju dengan pembangunan pelabuhan perikanan, PPI dan ekonomi maritim yang lokasinya jauh dari permukiman penduduk. Keberadaan zona ini, akan memaksa warga untuk memindahkan perahu mereka dari yang semula berada dekat dengan rumah menjadi jauh. Dermaga yang jauh dari rumah akan mempersulit warga untuk mengamati kapal dan peralatan nelayan mereka akan rawan terhadap kehilangan. Sehingga dibutuhkan penjagaan di lokasi tersebut. Lokasinya yang jauh, akan mempersulit warga menjangkau dermaga saat akan berlayar dan dibutuhkan transportasi khusus. Keberadaan dermaga yang jauh dari rumah akan mempersulit warga untuk membawa peralatan melaut mereka dari rumah ke kapal. Selain itu mereka membutuhkan aktivitas memperbaiki jaring dan kapal yang biasa dilakukan di dekat kapal. Aktivitas ini biasa dilakukan disore hari, saat tidak melaut. Hanya sebagian kecil warga yang setuju dengan pembangunan zona pelabuhan perikanan dan ekonomi maritim di ujung utara RW.XVI. Mereka yang setuju atas pembangunan zona ini, karena beranggapan akan terdapat tempat khusus untuk aktivitas nelayan.  sehingga diharapkan lingkungan perumahan dapat lebih bersih dan tertata. Hanya saja perlu dipikirkan akses jalan kesana dan pengelolaan kawasan tersebut.

4. KESIMPULAN
Dalam pembangunan fisik kawasan yang sudah tertata dibutuhkan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunannya. Dalam hal ini perlu mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat disana. Sehingga pembangunan akan lebih tepat guna dan mampu membawa masyarakat ke kondisi yang diharapkan. Dalam penataan permukiman kampung nelayan Tambaklorok adalah masyarakat dilibatkan namun hanya melalui perwakilan yang jumlahnya relatif kecil, sehingga sebagian besar responden tidak terlibat dalam proses perencanaannya 
Sebagai masyarakat nelayan, mereka sangat membutuhkan laut dan daerah pesisir untuk dapat berproduksi dan melakukan aktivitasnya. Aktivitas tersebut seperti perbaikan jaring, perbaikan kapal, dan bertanam kerang. Masyarakat nelayan tidak akan bisa dijauhkan dari kawasan pesisir/ laut. Program kampung nelayan yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat nelayan dan mengadopsi kebutuhan nelayan, walaupun sudah dilakukan usaha pelibatan perwakilan masyarakat, namun ternyata masih kurang. Dalam hal desain  dirasa kurang sesuai dengan preferensi warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Tambaklorok lebih memilih penataan kawasan dengan desain yang sederhana dan tidak banyak menggusur, tetap mempertahankan kondisi eksisting. 
Rekomendasi terkait dengan penelitian ini adalah  perlunya bentuk-bentuk pelibatan masyarakat yang lebih banyak melibatkan masyarakat, diantaranya sosialisasi yang lebih intensif. Sebenarnya selama ini sudah terdapat sosialisasi, tetapi hanya ditujukan untuk perwakilan yaitu ketua kelompok nelayan dan pada ketua RW. Untuk ke depan, perwakilan masyarakat bisa ditambah dalam pelibatan berbagai bentuk pembangunan dan penataan permukiman. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dapat menjadi salah satu cara untuk mengetahui kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan akan lebih tepat guna.
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